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ABSTRAK

Ridho Hamdani. (16043051/2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility
terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional
Sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021).

Pembimbing: Herlina Helmy, SE., M.S, Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Corporate Social
Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional
sebagai moderasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Populasi pada
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Sampel penelitian diperoleh
menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwa Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Penghindaran
Pajak dan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi atau memperlemah
hubungan antara Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak.
Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain serta
menambah rentang waktu penelitian.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Penghindaran pajak, Kepemilikan
Institusional
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang
terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (
Juliana et al, 2020). Selaku wajib pajak badan perusahaan menganggap pajak
memiliki peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Ketika
perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan taat dan baik maka akan
menjadi penilaian tersendiri dan mencerminkan perusahaan tersebut memiliki
kondisi keuangan yang baik. perusahaan dengan menjalankan kewajiban pajak
nya dengan tepat maka dapat menghindari resiko dari terkena denda yang dapat

merugikan (Prabandaru, 2018).

Namun disisi lain, biaya pajak yang dikeluarkan dianggap beban oleh
perusahaan, sehingga untuk menghasilkan besaran laba yang maksimal
dilakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang dikeluarkan (Lanis &
Richardson, 2012). Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa pajak sangat
penting karena menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Perusahaan
dengan kondisi keuangan yang baik maka harus tetap mematuhi kewajibannya
membayarkan pajak sesuai dengan ketentuannya namun ada kalanya
perusahaan akan menekan biaya pajak serendah mungkin untuk mengurangi

tingkat biaya pajak yang dikenakan.



Tindak usaha perilaku dari perusahaan mengurangi biaya pajak yang
dibayarkan salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Dimana
ketika perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang maksimal maka pajak
yang dibayar dapat mengurangi penghasilan lalu melakukan penghindaran
pajak (Amelia, 2019). Namun apabila Perusahaan melakukan perbuatan
meminimalkan biaya pajak secara sengaja dan berlebihan, maka akan
berdampak terhadap citra nama baik perusahaan serta berdampak terhadap

pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan (Hoi et al, 2013).

Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) yaitu suatu organisasi internasional yang memiliki prinsip
demokrasi dan ekonomi pasar bebas berpendapat penghindaran pajak
merupakan suatu perbuatan dilakukan dalam meminimalkan biaya pajak
terutang yang masih dalam ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan
tujuan perpajakan. Penghindaran pajak sering dilakukan untuk meminimalkan
pajak terutang dengan menggunakan celah dari ketentuan perpajakan.
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar pajak dapat mengurangi laba
perusahaan. Ini bertentangan dengan tujuan perusahaan yang mencari laba
semaksimal mungkin. Oleh sebab itu memicu perusahaan melakukan

penghindaran pajak.

Walaupun dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan masih
berada dalam ketentuan yang berlaku, penghindaran pajak yang dilakukan
dapat merugikan negara. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah

karena Dampak yang terjadi adalah berkurangnya sumber penerimaan negara.



Panjalusman et al (2018) menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang

mengalami kerugian paling besar karena penghindaran pajak.

Tax Justice Network sebuah organisasi independen yang bergerak di
bidang regulasi dan perpajakan menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh
Indonesia akibat penghindaran pajak mencapai Rp 69,1 triliun per tahun. Data
dari Tax Justice Network juga mencatat indonesia sebagai salah satu sebagai
negara yang terdampak kehilangan penerimaan pajak terbesar keempat di
benua Asia sesudah China, India dan Jepang. Indonesia juga turut memiliki
andil secara global atas hilangnya 1,41 triliun penerimaan pajak yang menjadi
hak negara lain (Wildan, 2020). Jadi tidak hanya menyebabkan masalah dalam
penerimaan pajak dalam negeri sendiri namun juga berdampak terhadap
penerimaan pajak pada negara lainnya. Hal ini menjadi permasalahan yang

serius bagi pemerintah.

Contoh skandal penghindaran pajak yang terjadi salah satunya adalah
kasus Panama papers. Panama papers adalah berkas yang berisi daftar
pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan untuk pembentukan suatu
perusahaan baru dan pengelolaan aset di luar negeri. Dalam dokumen tersebut
terdapat nama sejumlah konglomerat dan perusahaan yang terlibat dalam
penghindaran pajak dan ada sejumlah nama konglomerat yang berasal dari

Indonesia yang ikut terlibat dalam panama papers (Ihsanuddin, 2016).

Adapun contoh lain yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT

Adaro Energy. Menurut LSM Internasional Witness menyatakan bahwa ada



indikasi penghindaran pajak pada sektor bisnis batubara dari perusahaan
tersebut. PT Adaro diduga telah memindahkan laba bisnis batu baranya ke
jaringan perusahaan yang berada di luar negeri. Laba tersebut diduga
diputarkan ke anak perusahaan PT Adaro yang berada di Singapura. Cara
dilakukan yaitu dengan menjual batubara yang ditambang di Indonesia lalu
menjualnya dengan harga murah kepada anak perusahaannya. Nantinya, anak
perusahaan tersebut menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Hal ini
secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PT Adaro dan perusahaan
tersebut akan dapat mengurangi biaya pajak yang kepada pemerintah
Indonesia. LSM Internasional mencatat bahwa sekitar 70% hasil tambang
dijual oleh anak perusahaan PT Adaro berasal dari Indonesia (Thomas, 2019).
Hal ini tentu sangat merugikan bagi pemerintah sebab hasil dari alam yang
dimiliki sendiri oleh negara namun hasil dari potensi dari alam tersebut tidak

dapat diterima oleh negara.

Berkaca dari kasus kasus diatas. Terlihat terjadinya dua sisi perbedaan
kebutuhan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak.
Membayar pajak dianggap sebagai biaya yang meminimalkan penghasilan
wajib pajak atau bisa mengurangi laba bagi perusahaan. Frank et al (2009)
mengungkapkan bahwa investor luar lebih suka terhadap perusahaan yang
mempunyai pergerakan laba yang bagus sehingga bisa menaikkan nilai harga
saham. Hal ini dapat membuat manajemen untuk berperilaku oportunistik
untuk memperbagus laporan keuangan dengan menaikkan laba perusahaan.

Sehingga pelaporan pendapatan kena pajak yang lebih rendah dapat



meningkatkan profit perusahaan karena salah satu bagian pengurang laba
perusahaan adalah pajak. Hal yang dilakukan tidak sesuai dengan pemerintah
yang ingin mengoptimalkan pemasukan dalam rangka menaikkan

kesejahteraan masyarakat.

Ketika dalam menjalankan kegiatan perusahaan, maka harus memiliki
rencana organisasi yang selaras dengan poin-poin yang ada di dalam suatu
masyarakat dan perusahaan harus melakukan sesuai di lingkungan masyarakat
(Ratmono & Sagala, 2015). Untuk mempertahankan keberlangsungan
kehidupan suatu perusahaan mengupayakan legitimasi atau pengakuan yang
baik dari lingkungan sekitar. Salah satu tindakan untuk mendapat pengakuan
tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan yang berdampak positif serta
bertanggung jawab baik secara moral dan sosial seperti dengan melakukan

kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility).

CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial pada lingkungan di
dekat perusahaan berada dan beroperasi. Sudah menjadi kewajiban bagi
perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dalam
memproduksi barang dan jasa. Secara umum aktivitas CSR adalah suatu hal
yang harus dicapai perusahaan, untuk berkontribusi atau terlibat langsung
terhadap masyarakat di lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan sosial
yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan baik bagi

perusahaan dan masyarakat (Nayanggita et al, 2019).



Pada saat ini perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki
dampak pada lingkungan di dekat perusahaan. Dengan adanya kegiatan CSR
maka akan menghasilkan dampak yang positif bagi perusahaan. Tidak hanya
bertujuan mencari laba dengan memanfaatkan alam, namun juga peduli pada
lingkungan sekitar dalam segi lingkungan sosial dan ekonomi, aktivitas CSR
masyarakat akan berpandangan positif terhadap perusahaan dan menganggap

bahwa perusahaan bertanggung jawab (Nayenggita et al, 2019).

Hubungan CSR terhadap penghindaran pajak juga dapat dijelaskan
bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Pajak yakni suatu tanggung jawab kepada stakeholder yaitu pemerintah. Jadi
dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dengan baik secara
sukarela dan benar maka tidak akan melakukan penghindaran pajak, karena
tindakan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sosial.
Penghindaran pajak yang dilakukan bisa menyebabkan sesuatu memungkinkan
terjadinya penilaian yang tidak pantas di mata masyarakat (Amalia, 2019).
Namun ketika perusahaan melakukan kegiatan CSR secara tidak bertanggung
jawab seperti melakukan kegiatan tanggung jawab sosial nya secara berlebihan
dengan tujuan untuk menghindari pajak maka hal ini dapat berdampak pada
citra nama baik perusahaan karena tindakan tersebut merugikan para pemangku
kepentingan baik itu pemerintah, masyarakat bahkan para pemegang saham

(Hoi et al, 2013)

Tidak dapat dipungkiri CSR dapat dijadikan celah dalam melakukan

penghindaran pajak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 yang



mana menjelaskan terdapat beberapa contoh CSR yang termasuk biaya yang
menjadi pengurang laba kotor (Deductible expense) vyaitu sumbangan
penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan
dalam rangka pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial
yang dapat dikurangi dari penghasilan kotor. Nantinya bisa meminimalkan
beban pajak. Ketika biaya pajak berkurang maka dapat menaikkan laba
perusahaan. Secara kasat mata tindakan ini memang sah saja dilakukan namun
tidak etis dipandang baik dari sisi pemerintah karena mengurangi penerimaan
pajak, maupun dari sisi pemegang saham yang berisiko merusak nama baik
perusahaan di mata masyarakat yang dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap perusahaan (Thomsen & Watrin, 2018)

Hal ini memicu konflik keagenan antara prinsipal dengan agen. Konflik
ini timbul ketika pemberi modal ingin modal yang diberikan dapat
dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan risiko yang dapat
menimbulkan kerugian, sedangkan agen sebagai pihak yang dipercaya oleh
prinsipal lebih mengambil keputusan untuk menaikkan laba dengan cara yang
bertentangan dan mementingkan kepentingannya saja tanpa memperhatikan
resiko buruk yang kemudian mungkin saja terjadi (Adityamurti & Ghozali,
2017). Beban pajak yang tinggi dianggap tidak menguntungkan bagi
perusahaan karena menjadi pengurang laba perusahaan akan memunculkan
perilaku untuk menghindari pajak sama halnya dengan biaya pengeluaran CSR

yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan (Dewi & Merkusiwati 2017).



Manajemen menganggap biaya yang dikeluarkan CSR hanya
mengurangi laba namun bagi pemegang saham aktivitas CSR yang dilakukan
dapat meningkatkan reputasi dan citra nama baik perusahaan (Amelia 2019).
Perbedaan kepentingan disini menimbulkan konflik agensi dan manajemen
perusahaan berusaha dengan segala cara untuk meningkatkan laba dengan

pengeluaran yang minimun. (Thomsen & Watrin, 2018)

Terlepas dari tindakan perusahaan dalam menjalankan perusahaan
dibutuhkan mekanisme yang kuat dalam mengawasi tindakan dari manajemen
perusahan. Maka dibutuhkan corporate governance dalam membantu
perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Sistem corporate governance
sangat berperan penting dalam melakukan pengontrolan suatu perusahaan yang
mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan
dari pengelolaan perusahaan. Salah satu mekanisme eksternal dalam corporate
governance yang menjadi fokus perhatian adalah kepemilikan institusional.
Dalam hal ini kepemilikan lebih berperan pasif terhadap kegiatan manajer yang
merugikan perusahaan dan mencemarkan nama baik dalam masyarakat..
Menurut Tarjo (2008) dengan adanya kepemilikan institusional dapat
memperlihatkan sistem mekanisme Corporate Governance yang berpengaruh
untuk memonitori manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional lebih
profesional dalam menganalisis informasi dan mempunyai motivasi yang lebih
untuk mengawasi secara lebih cermat terhadap kegiatan yang terjadi dalam
perusahaan (Luxviarman, 2015). Kepemilikan institusional dapat menjadi

sarana untuk mengawasi dari aktivitas yang dilakukan manajer. Kepemilikan



institusional dinilai dapat menaikkan pengawasan kinerja manajemen yang
lebih maksimal. Oleh karena itu penggunaan variabel ini ditujukan untuk
melihat apakah kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh dari

hubungan antara CSR terhadap penghindaran pajak atau sebaliknya.

Maraya & Yendrawati (2016) menjelaskan ketika proporsi kepemilikan
institusional dalam suatu perusahaan maka akan memberikan kekuatan suara
yang lebih besar dan keinginan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan
perpajakan. Sebagai salah satu dari bagian struktur kepemilikan dalam
perusahaan dan merupakan bagian dari Corporate Governance, keberadaan
kepemilikan institusional dapat membuat manajer agar fokus pada tujuan
utama perusahaan sehingga dapat menghindari dari perilaku manajer untuk
mementingkan diri sendiri, termasuk untuk menghindari perilaku penghindaran
pajak

Tujuan dari penelitian ini  menguji pengaruh Corporate Social
Responsibility terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional
sebagai moderasi. Terdapat hasil belum konsisten membuat peneliti ingin
mencoba menguji penelitian kembali. Hasil penelitian ini diharapkan bisa
menghasilkan kontribusi serta dapat dijadikan perluasan menyempurnakan
hasil dari penelitian sebelumnya telah dilakukan. Penelitian mengenai
pengaruh CSR dan penghindaran pajak sudah diteliti oleh Lanis & Richardson
(2012), kesimpulan dari penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan
negatif antara CSR dengan penghindaran pajak. Ketika perusahaan lebih

banyak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, maka aktivitas
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penghindaran pajak akan cenderung lebih sedikit dilakukan oleh perusahaan.
CSR menjadi elemen penting untuk mengurangi kegiatan penghindaran pajak.

Pada penelitian Davis (2016) menunjukkan terdapat pengaruh positif
antara CSR terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut dijalankan pada
perusahaan publik di Amerika Serikat, hasil penelitian menjelaskan bahwa
semakin besar CSR yang dilakukan maka penghindaran pajak tetap dilakukan.
Perusahaan beralasan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pajak dapat
dialokasikan sebagai biaya untuk CSR. Perusahaan menganggap bahwa
perusahaan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dan
lebih menghasilkan manfaat bagi masyarakat dari pada yang dilakukan oleh
pemerintah.

Penelitian tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak telah
dilakukan di Indonesia dan masih terdapat beberapa hasil yang belum
konsisten. Hasil penelitian dari Amelia (2019) memperlihatkan hubungan
negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan
perusahaan manufaktur tercatat di BEI tahun 2017. Penelitian tersebut
menjelaskan perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan CSR lebih
memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Agar terjaga citra hama
baik perusahaan dimata masyarakat, perusahaan selalu berusaha untuk
menghindari dari perilaku-perilaku yang kurang etis seperti melakukan
penghindaran pajak. Serupa dengan Ningrum et al (2018), dan Januari &
Suardikha (2019) yang memperlihatkan hasil negatif antara CSR terhadap

penghindaran pajak.
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Sementara itu pada penelitian Maraya & Yendrawati (2016) dan Rizky &
Fuadi (2019) menunjukkan hasil positif antara CSR terhadap penghindaran
pajak. kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin luas dalam pengungkapan
yang dilakukan dapat meningkatkan aktivitas penghindaran pajak, yang mana
biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan CSR tersebut
membutuhkan pengeluaran yang besar. Penghindaran pajak yang dilakukan
lebih lebih cenderung menjadikan biaya CSR sebagai pengurang laba bruto,
yang berdampak memperkecil beban pajak. Perbedaan hasil penelitian
terdahulu menjadi motivasi untuk menguji kembali pengarun CSR terhadap
penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pertama.
peneliti menguji peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi,
sebab jarang yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai moderasi.
Variabel ini dipilih untuk melihat apakah pihak institusional dapat memoderasi
variabel CSR terhadap variabel penghindaran pajak. Penggunaan variabel
moderasi karena sebagai bagian dari struktur kepemilikan perusahaan dan juga
bagian dari Corporate Governance, kepemilikan institusional diharapkan
mampu menjadi pengawas dari tindakan oportunistik yang dilakukan manajer.
Kepemilikan institusional menunjukkan kepemilikan komparatif yang dapat
memonitori kinerja manajemen lebih optimal. Semakin tinggi nilai investasi
saham institusional yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin
meningkatkan sistem pengawasan dalam perusahaan tersebut (Diantari &

Ulpui, 2016). Keputusan suara yang dibuat oleh kepemilikan institusional
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dapat membuat manajer lebih mematuhi peraturan perpajakan sehingga dapat
mengurangi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Kedua, penelitian
ini memiliki perbedaan pengukuran CSR yang digunakan. Penelitian (Amelia
,2019; Pramana & Wirakusuma, 2019; Ningrum et al 2018) menggunakan
pengukuran GRI G4 dalam mengungkapkan CSR perusahaan. Sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan pengungkapan CSR GRI standar yang
merupakan pembaharuan dari pengukuran GRI sebelumnya. Dimana terdapat
beberapa poin indikator yang direvisi dari pengukuran sebelumnya. serta aturan
mengenai GRI standard telah muncul di Indonesia pada tahun 2017 namun
baru mulai diterapkan di tahun 2018. Serta memperbaharui periode penelitian
yaitu pada tahun 2019-2021

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan (Annual Report) yang
digunakan di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam riset ini
adalah perusahaan manufaktur. Alasan menggunakan sampel perusahaan sektor
manufaktur karena dianggap sebagai perusahaan dengan prospek yang
mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan
manufaktur dapat dikatakan sebagai perusahaan yang potensial bagi negara
sebagai sumber penerimaan pajak, namun beberapa tahun sebelumnya terjadi
beberapa kasus penghindaran pajak yang berasal dari sektor tersebut. Seperti
dari PT Bentoel, PT Unilever dan PT Ades sehingga membuat peneliti tertarik
melakukan penelitian di sektor tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini

adalah “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran
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pajak yang dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional (Studi Empiris
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Apakah Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan antara

CSR terhadap penghindaran pajak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisa apakah Kepemilikan Institusional dapat

memoderasi hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi
Memberikan wawasan dan mengembangkan ilmu perpajakan yang

telah dipelajari
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2. Bagi Akademisi
Menambah referensi untuk penelitian selanjutnya

3. Bagi Perusahaan
Sebagai referensi perusahaan selaku wajib pajak dalam menghindari
kasus penghindaran pajak

4. Bagi Pemerintah
Memberikan gambaran bagi pemerintah selaku pembuat peraturan
perpajakan, bagaimana perusahaan dalam memanfaat celah yang ada

dalam peraturan perpajakan



BAB Il
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
A. Kajian Teori
1. Teori Agensi

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling yaitu adalah teori
yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai ikatan antara agent dengan
pemegang saham selaku. Teori ini memperlihatkan ikatan kontrak dari agen
selaku manajemen di perusahaan dengan prinsipal ( pemegang saham), yang
mana tujuan tersebut untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham (Jensen
and Meckling, 1976). Dapat dikatakan agar dapat memaksimalkan
kesejahteraan sosial maka perusahaan harus memanfaatkan lingkup ekonomi
dalam nilai perusahaan. kontra pandangan ini datang dari Murray and
Montanari (1986) yang menjelaskan ketika perusahaan berfokus pada kegiatan
tanggung jawab secara sosial yang merugikan maka hasil mungkin terjadi akan
menyebabkan kematian perusahaan.

Dalam menjalankan kewajibannya, agen selaku pihak yang dipercaya
harus wajib melaporkan informasi kepada prinsipal. Namun dikarenakan
beberapa hal agen tidak memberikan informasi yang lengkap kepada prinsipal
dan tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan keadaannya.
Perbedaan informasi yang muncul antara prinsipal dan agen menyebabkan
terjadinya masalah agensi sehingga menimbulkan asimetris informasi. Hal ini
dipicu karena adanya perbedaan proporsi informasi yang diberikan. Agen

selaku pihak dalam perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dari

15
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prinsipal. Sehingga memunculkan sifat oportunis bagi agen untuk
memanipulasi informasi demi kepentinganya pribadi (Noviarty & Donela
2019).

Konflik keagenan muncul disebabkan karena perbedaan kepentingan
antara manajemen selaku agen dan prinsipal sebagai pemegang saham.
Perbedaan ini terjadi ketika prinsipal selaku pemilik modal menginginkan laba
yang maksimal namun dengan memperkecil resiko yang dialami. Prinsipal
berharap modal yang diberikan dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya.
Sedangkan agen yang dipercaya oleh prinsipal cenderung untuk mengutamakan
keuntungan sendiri dalam memperoleh keuntungan maksimal. Menurut Zoebar
& Miftah (2020), perbedaan kepentingan prinsipal dan agen dapat berpengaruh
pada Kinerja perusahaan. sistem self assessment memberikan kuasa untuk
menghitung dan pelaporan pajak secara mandiri. Dengan adanya sistem ini
dapat menciptakan kesempatan bagi perusahaan mengurangi biaya pajak nya.

Terjadinya konflik agensi antara manajemen dengan pemegang saham
dapat dilihat bahwa manajemen perusahaan menganggap CSR merupakan
biaya pengeluaran yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan tapi disatu
sisi bagi pemegang saham CSR yang dilakukan dapat meningkatkan citra nama
baik perusahaan dimata masyarakat (Amelia, 2019).

Pemegang saham menuntut manajemen untuk terlibat dalam aktivitas
CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini lah yang membuat
terjadinya konflik antara agen dengan prisipal yang menunjukkan adanya

perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak (Nayenggita et al, 2019)
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2. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Amelia (2019) Penghindaran pajak adalah cara usaha dilakukan
oleh perusahaan dalam meminimalkan biaya pajak terutang dengan
memanfaatkan kekosongan dalam peraturan perpajakan secara legal atau sah
menurut hukum. Menurut organization for economic cooperation and
development menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan
mengurangi pajak terutang walaupun tidak melanggar hukum Tapi tidak sesuai
dengan peraturan perpajakan. Moeljono (2020) mendeskripsikan penghindaran
pajak adalah suatu tindakan menekan biaya pajak harus dibebankan tanpa
melanggar Undang undang berlaku. Pengertian penghindaran pajak memiliki
pandangan yang berbeda- beda dari berbagai peneliti

Bisa dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan wilayah abu abu di
perpajakan yang membuat sulit untuk membedakan apakah menyalahi aturan
atau tidak. Menurut James Kesseler (2004) penghindaran pajak terbagi dua
jenis yaitu acceptable tax avoidance (penghindaran pajak yang diterima) dan
unacceptable tax avoidance (penghindaran pajak yang tidak diterima).

Ciri - ciri acceptable tax avoidance adalah sebagai berikut:

1. terdapat skema usaha yang baik

2. Tidak hanya bertujuan mengurangi biaya pajak

3. Sesuai tujuan semangat dan keputusan parlemen

4. Transaksi dilakukan nyata atau tidak direkayasa.
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Sedangkan untuk unacceptable tax avoidance memiliki kebalikan dari
sifat karakteristik dari acceptable tax avoidance. walaupun begitu, pandangan
mengenai penghindaran pajak dari beberapa negara berbeda beda. Hal ini
tergantung dari bagaimana suatu negara tersebut memahami penghindaran
pajak.

Ada tiga skema penghindaran pajak menurut komite urusan fiskal dari
OECD yaitu :

1. Memiliki unsur tiruan yang terjadi, hal ini terjadi disebabkan

kekurangan faktor pajak.

2. menggunakan celah dari peraturan untuk berbagai tujuan, namun
makna yang ditujukan tidak sesuai dari peraturan perundang
undangan.

3. Para konsultan memperlihatkan teknik menghindari pajak dengan

ketentuan memperhatikan kerahasiaan yang maksimal

Menurut Merk (2007) penghindaran pajak bisa dilakukan dengan cara :

1. Mengamankan subjek maupun objek pajak ke tempat yang
memberlakukan tarif pajak tertentu
2. Dalam melakukan penghindaran pajak maka harus menjaga
intisari ekonomi dari transaksi dengan cara formal yang
meninggalkan biaya pajak sangat rendah.
b. Pengukuran Penghindaran Pajak
Menurut Hanlon & Hatzman (2010) dalam Pengukuran

Penghindaran Pajak memiliki 12 cara yaitu :
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Tabel 1

Pengukuran Penghindaran Pajak

No Pengukuran Teknik Perhitungan
1 GAAP ETR Total Income Tax Expense
Total Pre tax Accounting Income
2 Current ETR Current Income Tax Expense
Total Pre tax Accounting Income
3 Cash ETR Cash Tax Paid
Total Pre tax Accounting Income
4 Long-run Cash ETR XCash Tax Paid
XTotal Pre tax Accounting Income
5 ETR Differential Statutory ETR — GAAP ETR
6 DTAX ETR differential x Pre tax
7 Total book tax Total Different Book — Tax Total Asset
different
8 Temporary BTD Deferred tax expense / U.S STR
9 Abnormal total BTD | Residual from BTD/Tait = BTait+fmi
10 | Unrecognized tax Disclosed amount post — FIN 48
benefits
11 | Taxshelter Activity | Variabel indikator untuk perusahaan
yang dituduh terlibat dalam
perlindungan pajak
12 | Marginal tax Rate Simulasi marginal tax rate
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Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian in memakai alat
ukur CETR yang merujuk pada penelitian yang diteliti oleh Yani
(2018). CETR dapat menggambarkan semua aktivitas yang dilakukan
perusahaan dalam mengurangi biaya pajak kepada pemerintah.
Perhitungan CETR berasal dari kas dibayar dibagi dengan laba
sebelum pajak. Menurut Dyreng et al (2008) pengukuran ini memiliki
kelebihan ~ dalam  mengukur  penghindaran  pajak  karena
memperlihatkan tarif sesungguhnya yang berlaku dari penghasilan
wajib pajak sesuai dengan jumlah pajak yang dibayar. Dan pengukuran
ini tidak berpengaruh terhadap estimasi penyisihan penilaian dan
perlindungan pajak. rego (2012) mengatakan bahwa pengukuran
CETR mencerminkan seluruh transaksi yang berpengaruh pada
kewajiban pajak secara eksplisit di perusahaan. Termasuk posisi pajak
dengan hasil tertentu dan tidak pasti. Ritonga (2017) menyebutkan
CETR dapat menghitung pajak yang dibayar dari laporan arus kas lalu
diketahui jumlah kas sesungguhnya yang dibayar untuk pajak. dapat
dikatakan tingkat penghindaran pajak perusahaan dapat dilihat dari
tingginya nilai CETR. Sebaliknya perusahaan yang kurang aktif dalam
penghindaran pajak memiliki nilai CETR yang tinggi. Nilai CETR
berada antara lebih dari O dan kurang dari 1

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
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The World Business Council for Sustainbility Development (WBCSD)
menjelaskan bahwa CSR ada bentuk kewajiban perusahaan memberikan andil
dalam membangun ekonomi berkesinambungan, menciptakan taraf kehidupan
yang berguna dalam segi usaha atau pembangunan. Nayenggita et al, (2019)
menjelaskan CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan yang bekerja
secara valid dan beradab guna untuk meningkatkan taraf hidup pekerja

perusahaan, komunitas regional maupun luas.

CSR merupakan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat.
Masyarakat tidak hanya sekedar memandang perusahaan untuk menyediakan
barang dan jasa tetapi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kegiatan
CSR vyang dilakukan dianggap menjadi harapan masyarakat sehingga
perusahaan dapat menyesuaikan aktivitas dengan norma yang ada dan sesuai

dengan masyarakat.

CSR pada saat ini adalah sebagai sebuah gagasan yang tidak hanya
mengacu pada single bottom line yang hanya mempertimbangkan pada
kemampuan finansial saja, tetapi juga mengacu pada triple bottom line, yaitu
selain finansial ada harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sosial.
Crowther (2008) membagi bentuk bentuk tanggung jawab CSR menjadi tiga

sebagai berikut :

a) Sustainability
Sustainability yaitu suatu dilakukan untuk menjaga ketersediaan

sumber daya di masa akan datang dan memberikan petunjuk dalam hal



b)
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pemakaian sumberdaya sekarang dengan melihat, memperhitungkan
kemampuan generasi yang akan datang. Karena itu sustainability
mengarah pada keberpihakkan dan cara agar tetap dapat memperhatikan
sumber daya yang ada untuk generasi akan datang.

Accountability

Accountability merupakan suatu upaya keterbukaan dan
pertanggungjawaban yang telah dikerjakan. Accountability dapat
menjadi alat untuk meningkatkan citra dan koneksi kepada stakeholder.
Untuk mendapatkan kepercayaan stakeholder, tanggung jawab dan
akuntabilitas sangatlah berperan penting.

Masyarakat akan memberikan respon terhadap perusahaan jika
memiliki akuntabilitas yang baik dalam aktivitas tanggung jawab sosial
yang dilakukan. Akan tetapi informasi yang kurang baik dapat menjadi
senjata balik sehingga menurunkan citra nama baik perusahaan di mata
masyarakat.

Transparency

Untuk meminimalkan terjadinya perbedaan informasi yang
diterima maka dibutuhkan sebuah transparansi informasi. Hal ini
dibutuhkan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penerimaan
informasi yang diterima khususnya informasi yang terkait dengan

tanggung jawab lingkungan sekitar perusahaan

Wibisono (2007) menjelaskan, dalam menjalankan kegiatan

perusahaan ada beberapa tahapan CSR, yaitu:



a)

b)

d)
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Tahap Perencanaan

Terdapat tiga langkah perencanaan, yang pertama Awareness
Building,. Awareness building suatu cara yang penting dalam
perencanaan dan komitmen manajemen. Cara yang dilakukan dapat
seperti seminar, sanggar kerja, dan lain-lain. Yang kedua CSR
Assessment adalah salah satu cara untuk melihat bagian yang perlu
difokuskan serta ~memperhatikan keadaan perusahaan untuk
membangun fondasi yang kuat, kontributif dalam melakukan CSR.
Yang ketiga membentuk CSR Manual Building, dengan cara
benchmarking, mencari informasi atau memakai tenaga profesional
luar.
Tahap Implementasi

Dalam tahapan ini perencanaan sumber daya, penyusunan
pelaksanaan, serta pengawasan menjadi hal yang harus diperhatikan
dalam tahapan ini.
Tahap evaluasi

Untuk menilai sejauh mana kemampuan CSR yang ditetapkan
maka perlu dilakukan evaluasi konsisten secara berkala
Pelaporan

Pelaporan diperlukan agar mendapatkan informasi yang jelas dalam

mengambil keputusan

b. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)
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Pengungkapan CSR (CSR disclosure) ialah bentuk komunikasi
dimaksudkan oleh manajer selaku sinyal kepada stakeholder yang
berhubungan pada aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungan dan sosial. Menurut Chairi (2008), Pengungkapan CSR
memiliki perananan penting bagi perusahaan untuk menarik dana
investasi bagi masyarakat. Yang nantinya akan berpengaruh terhadap
kenaikan atau penurunan harga dan kuantitas perdagangan saham
sehingga bisa mempengaruhi keputusan investor.

Pengungkapan CSR berpedoman pada standar Global Reporting
Initiative yatu sebuah institusi mandiri internasional yang menyokong
bisnis perusahaan dan pemerintah dalam mengkomunikasikan
indikator sustainability report berparameter tanggung jawab sosial
kepada stakeholder perusahaan. Berikut adalah pengungkapan CSR
menggunakan GRI Standard:

Tabel 2
Indikator Pengungkapan CSR GRI Standard

Standar Ekonomi Indikator Pengukuran
GRI 201 Standard 201-1 Nilai ekonomi menghasilkan serta data
:Kinerja Ekonomi distribusikan
201-2 Keterkaitan kemampuan keuangan,
Risiko dan kemungkinan lainnya
karena pergantian iklim
201-3 Program pensiun manfaat pasti dan
lain-lain
201-4 Dukungan ekonomi dari pemerintah
GRI 202 : 202-2 Perbandingan gaji standar pegawai
Keberadaan Pasar pemula sesuai gender dibandingkan
(UMR) di tempat lokasi kerja




202-2 Perbandingan jumlah  manajemen
senior yang diupah oleh masyarakat
sekitar tempat aktivitas berlangsung

GRI 203: Dampak 203-1 Penanaman modal pada infrastruktur

Ekonomi Tidak serta bantuan service yang diberikan

langsung 203-2 | Signifikan dampak ekonomi secara
tidak langsung

GRI 204 : Praktek 204-1 Skala perbandingan supplier dari

Pengadaan dalam

GRI 205 : Anti korupsi | 205-1 Kegiatan terkait korupsi diduga
termasuk korupsi

205-2 Pelatihan prosedur dan kebijakan anti
korupsi

205-3 kejadian yang memiliki bukti korupsi
dan langkah dilakukan

GRI 206 : Perilaku anti | 206-1 kebijakan ~ hukum  bagi  pelaku
persaingan persaingan,implementasi dan
monopoli

Standar Lingkungan

GRI 301: Material 301-1 Barang dipergunakan bersumber pada
volume
301-2 Bahan vyang dapat dipergunakan
kembali
301-3 barang yang diperoleh kembali dan
bahan kemasan
GRI 302 : Energi 302-3 penggunaan energi di organisasi
302-2 penggunaan energi di luar organisasi
302-3 Kehebatan energi di luar organisasi
302-4 mengurangi konsumsi energy
302-5 mengurangi pemakaian energi produk
dan jasa
GRI 303 : Air 303-1 Pengumpulan sumber mata air
303-2 Pengambilan air yang bisa
mempengaruhi sumber mata air
303-3 Pemakaian kembali serta pengambilan

air kembali
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GRI 304 : 304-1 Tempat kegiatan operasional
Keanekaragaman dimiliki, disewakan, dikendalikan di
Hayati dalam, yang dekat tempat kawasan
lindung yang memiliki
keanekaragaman hayati
304-2 Kegiatan produk dan jasa pada
keanekaragaman hayati yang memiliki
dampak signifikan
304-3 lingkungan yang dijaga dan
dipulihkan
304-4 Populasi pada IUCN dan nasional di
lingkungan operasional sesuai tingkat
kepunahan
GRI 305 : Emisi 305-1 Hasil pembakaran gas rumah kaca
(GRK) secara langsung
305-2 Hasil pembakaran gas rumah kaca
(GRK) energi secara tidak langsung
305-3 Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak
langsung lainnya (Cakupan 3)
305-4 Tingkatan hasil gas rumah kaca
(GRK)
305-5 Pengurangan emisi gas rumah kaca
(GRK)
305-6 Emisi bahan perusak ozon (BPO)
305-7 NOx, SOx, dan emisi udara lainnya
GRI 306 : Efluen 306-1 jumlah  air yang  dikeluarkan
dan Limbah berdasarkan kualitas dan tujuan
306-2 berat limbah berdasarkan jenisnya dan
cara pembuangan
306-3 Banyaknya jumlah dan total volume
limbah yang dibuang
306-4 Jumlah zat hasil produksi yang
berbahaya sesuai ketentuan konvensi
babel
306-5 Pelepasan dan limpahan air yang
mempengaruhi badan air
GRI 307 : 307-1 Ketidakpatuhan  pada  peraturan
Kepatuhan perundang undangan tentang
lingkungan lingkungan hidup
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GRI 308 : 308-1 Seleksi pemasok baru berdasarkan
Penilaian kriteria lingkungan
lingkungan 308-2 Rangkaian pasokan kegiatan yang
pemasok telah dilakukan sehingga memiliki
dampak negatif
Standar Sosial
GRI 401 : 401-1 Penerimaan pegawai baru serta
kepegawaian perubahan karyawan
402-2 Pemberian tunjangan kepada
karyawan purna waktu karena tidak
dibagikan ke pekerja sementara
403-3 Terdapat Cuti melahirkan
GRI 402 : 402-1 Pemberitahuan rentang waktu
hubungan tenaga minimum terkait pembaharuan jam
kerja dan kerja
manajemen
GRI 403 : 403-1 Perizinan untuk  kesehatan dan
kesehatan dan keselamatan dalam komite resmi
keselamatan kerja gugus manajemen-pekerja
403-2 Tingkat dan jenis kecelakaan kerja
serta  penyakit  yang muncul
disebabkan pekerjaan. Jumlah kerja
hari yang hilang dan tingkat angka
kematian
403-3 Jumlah karyawan yang memiliki
resiko kecelakaan atau penyakit
berbahaya yang disebabkan pekerjaan
yang dijalankan
403-4 Subjek  keselamatan kerja yang
tergabung dalam kesepakatan di
serikat buruh
GRI 404 : 404-1 jumlah jam training karyawan per
Pelatihan dan tahun
pendidikan 404-2 Agenda perencanaan bantuan
peralihan dalam kinerja karyawan
404-3 Jumlah pekerja yang mendapat
pengawasan berkala terhadap
performa dan perencanaan karier
GRI 405 : 405-1 diversitas pengembangan tata kelola
keanekaragaman dan pekerja
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dan kesempatan 405-2 Perbandingan pendapatan dan
setara kompensasi perempuan antara laki-
laki
GRI 406 : Non 406-1 Kasus diskriminasi serta pencegahan
diskriminasi yang dijalankan
GRI 407 : 407-1 Operasi distributor yang mempunyai
kebebasan hak kebebasan serta perbincangan
berserikat dan bersama sama yang memiliki resiko
perundingan
kolektif
GRI 408 : Pekerja 408-1 Aktivitas distributor pada kasus
anak pekerja anak.
GRI 409 : Kerja 409-1 Kegiatan operasional yang memiliki
Paksa atau resiko pada kasus wajib kerja
Wajib Kerja
GRI1 410 : 410-1 Satuan pengamanan yang dibekali
Praktik tentang prosedur HAM
Keamanan
GRI 411 : Hak- 411-1 Kasus pelanggaran adat dan
Hak Masyarakat kepentingan masyarakat
Adat
GRI 412 : Penilaian | 412-1 Praktik melalui tinjauan HAM serta
Hak Asasi Manusia nilai dari dampak yang dihasilkan
412-2 Pelatihan dan prosedur kebijakan
HAM pada pekerja
412-3 kesepakatan dan perjanjian investasi
relevan termasuk syarat dan proses
penyaringan HAM
GRI 413: 413-1 Kegiatan operasional yang melibatkan
Masyarakat masyarakat lokal, evaluasi dampak,
Lokal dan program pembangunan
413-2 Kegiatan kasat mata berpotensi
memiliki efek negatif yang signifikan
pada masyarakat sekitar
GRI 414: 414-1 Pemilihan distributor baru dengan
Penilaian Sosial memakai Kkriteria sosial
Pemasok 414-2 Rantai pasokan yang memiliki

dampak negatif serta pencegahan yang
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dilakukan

GRI 415: 415-1 Partisipasi politik

Kebijakan

Publik

GRI 416: 416-1 evaluasi efek keselamatan dan

Kesehatan dan kesehatan beberapa bagian produk

Keselamatan dan jasa 7 Pengungkapan

Pelanggan 416-2 Kasus indisipliner pada keselamatan
dan kesehatan dari produk dan jasa

GRI 417: 417-1 kualifikasi pemberian identitas dan

Pemasaran dan informasi produk dan jasa

Pelabelan 417-2 Permasalahan indisipliner pada
pelabelan informasi produk dan jasa

417-3 Kasus indisipliner hubungan

pemasaran

GRI 418 : Privasi 418-1 Laporan tuduhan tentang pelanggaran

pelanggan terhadap konsumen serta hilang data
customer

GRI 419 : kepatuhan 419-1 Ketidakpatuhan pada peraturan

sosial ekonomi

perundang- undang dan peraturan di
aspek ekonomi sosial

Total 87 item

Sumber : www.global reporting.org (data diolah, 2021)
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Terdapat perbedaan antara GRI Standar dengan GRI sebelumnya yaitu

GRI G4. Pada bagian ini GRI G4 berisikan 58 General Standard Disclosure,

64 DNA dan 90 Specific Disclosure. Namun pada GRI standard memiliki 60

General Standard disclosure, Management Approach, 82 Specific Disclosure

.Pada bagian ini terdapat beberapa indikator GRI G4 yang dihapus dan

direvisi.
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4. Kepemilikan Institusional

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki pihak
tertentu dapat berupa bank, yayasan, perusahaan investasi, asuransi, perusahaan
Perseroan terbatas (PT), dan institusi lainnya (Edison, 2017)

Kepemilikan Institusional pada perusahaan dapat meningkatkan
pengawasan yang ketat terhadap performa manajemen. Besar atau kecilnya
investasi dilakukan dapat mempengaruhi Kkinerja pengawasan. Investor
institusional dapat memenuhi pengawasan pada kebijakan manajemen yang
lebih optimal ketika investor institusional memiliki saham yang besar dari
investor lain. Hal ini dapat membuat manajemen menghindari tindakan yang

dapat merugikan investor saham

Kepemilikan institusional mempunyai peran vital dalam mengawasi,
memimpin dan mendisiplinkan manajer dalam mengelola pajak (Sandy &
Lukviarman, 2015). Annisa & Lulus (2012) menjelaskan kepemilikan
institusional berperan mengawasi serta mengatur tindakan manajer. Dengan
adanya kepemilikan institusional membuat manajer lebih fokus terhadap
performa ekonomi serta mengurangi tindakan berperilaku yang mementingkan
diri sendiri. Namun dengan adanya kepemilikan institusional juga dapat
menunjukkan adanya tekanan kepada manajemen perusahaan untuk
mendapatkan laba optimal dengan melakukan penghindaran pajak (Dewi & Jati

2014).
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Untuk pengukuran dengan cara jumlah persentase saham dari pihak
institusional dibagi jumlah saham yang beredar. Pengawasan akan lebih ketat
apabila memiliki pengendalian saham yang besar di perusahaan. Agar Kinerja

perusahaan dapat meningkat, manajemen perusahaan harus melakukan

kebijakan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan

. Penelitian Terdahulu

Tabel 3

Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Hasil
1 Firda Ayu Amalia | Pengungkapan CSR berpengaruh negatif
(2019) Corporate Social pada penghindaran pajak

Responsibility (CSR)
dan Penghindaran
Pajak : Kepemilikan

namun variabel moderasi
kepemilikan institusional
tidak mampu moderasi

Institusional sebagai | pengaruh CSR terhadap
Variabel Moderasi penghindaran pajak
2 Hoi et al (2013) Is corporate social Penelitian ini

responsibility (CSR)
associated with tax
avoidance? Evidence
from irresponsibility
CSR activities

menunjukkan bahwa
semakin rendah CSR maka
penghindaran pajak
menjadi lebih agresif

3 Maraya &
Yendrawati, 2016

Pengaruh corporate
governance dan CSR
disclosure terhadap
Tax avoidance

Kualitas audit dan
kepemilikan institusional
berpengaruh negatif
terhadap penghindaran
pajak, sedangkan CSR
Disclosure berpengaruh
positif

4 Januari dan

Pengaruh CSR, Sales

CSR, Sales Growth dan

Suardika (2019) Growth dan Profitabilitas
Profitabilitas mempengaruhi negatif
terhadap Tax pada Tax avoidance
Avoidance

5 Nigrum, Surapti Pengaruh CSR berpengaruh negatif

dan Hidayat

pengungkapan CSR

pada penghindaran pajak
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(2018) terhadap Tax namun gender
Avoidance dengan
Gender sebagai

Variabel Moderasi

C. Kerangka Konseptual

Pada penelitian menggunakan kerangka konseptual seperti berikut:

Corporate Social Tax Avoidance

Responsibility

Kepemilikan
Institusional

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh CSR terhadap
penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel
moderasi. Dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI dari tahun 2019-2021. dalam penelitian ini m terlebih membuktikan
dahulu pengaruh dari variabel x yakni CSR terhadap variabel Y yakni
penghindaran pajak. Dalam hal ini Pengungkapan CSR diukur menggunakan

indeks GRI standar sedangkan variabel Y menggunakan rumus CETR.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak
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Menurut Adityamurti & Ghozali (2017) konflik agensi terjadi
karena perusahaan melakukan usaha untuk menekan biaya pajak
perusahaan serendah mungkin dengan cara menghindari pajak untuk
meningkatkan profit perusahaan. Hal ini menguntungkan perusahaan
namun di mata pemegang saham tindakan ini tidak dibenarkan karena
penghindaran pajak yang dilakukan mengakibatkan manipulasi laporan
keuangan dan asimetri informasi. Dan juga hal ini beresiko karena dapat
merusak citra perusahaan di mata masyarakat karena penghindaran pajak
dianggap tidak etis dilakukan.

Munculnya konflik tersebut memang tidak dapat dihindari, bagi
manajemen perusahaan ketika mengambil keputusan maka akan
memperhatikan biaya, manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh. CSR
sebagai salah satu tindakan yang dipandang baik bagi masyarakat
memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak salah satunya
melalui peraturan PP 93 th 2010. Peraturan tersebut mengatur tentang
biaya yang dikeluarkan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
Seperti biaya sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan
penelitian dan pengembangan, sumbangan pembinaan olahraga,
sumbangan fasilitas pendidikan dan biaya pembangunan infrastruktur
sosial. Oleh karena itu dengan terdapat biaya pengurang laba bruto
tersebut (Deductible Expense) maka dapat menyebabkan berkurangnya

penghasilan kena pajak.
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Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa disimpulkan hipotesis seperti
berikut:

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak
2. Kepemilikan Institusional dalam memoderasi CSR terhadap

penghindaran pajak

Ketika membentuk citra positif di masyarakat. Kepemilikan
institusional berusaha dalam menjaga nama baik perusahaan. Keberadaan
investor institusional dapat mencegah manajemen dari tindakan perilaku
oportunistik yang dapat berdampak buruk terhadap citra perusahaan.
Menurut Maraya & Yendrawati (2016) keputusan suara yang dibuat oleh
institusional dapat membuat manajer lebih mematuhi peraturan perpajakan
sehingga mengurangi keinginan untuk melakukan penghindaran pajak.
Jadi keberadaan kepemilikan institusional dinilai efektif sebagai pengawas
dalam kebijakan yang dilakukan manajemen perusahaan. Kepemilikan
institusional bisa menaikkan pengawasan yang lebih ketat karena dapat
memonitori kebijakan yang diambil secara efektif oleh manajer.
Banyaknya kepemilikan institusional dapat membangun sistem kontrol
yang lebih baik nantinya akan berdampak mengurangi perilaku
penghindaran pajak (Septiadi et al, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis

seperti berikut :
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H2 : Kepemilikan Institusional memperlemah Corporate Social

Responsibility terhadap penghindaran pajak.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Corporate

Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dan menguji peran

kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan Corporate Social

Responsibility terhadap penghindaran pajak. setelah dilakukan proses

sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2019 — 2021 dengan jumlah 138 pengamatan. Diperoleh

hasil penelitian sebagai berikut :

1. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap tindakan
penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2019 — 2021

2. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara
Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2019 - 2021

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang berfokus
pada perusahaan manufaktur saja sehingga belum dapat
menggambarkan secara menyeluruh pada semua perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia
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2. Sumber informasi CSR yang digunakan dalam penelitian ini hanya

berasal dari Annual report perusahaan sehingga tidak semua indikator
dalam CSR pada GRI tidak diungkapkan dengan jelas

Penelitian ini hanya menggunakan satu metode dalam menghitung
proksi penghindaran pajak yaitu Cash Effective Tax Rate

Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen CSR dan
variabel moderasi kepemilikan institusional. Sementara masih ada

faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan, peneliti memiliki

beberapa saran yang dapat jadi pertimbangan penelitian selanjutnya, antara

lain :

1.

Penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat
mempengaruhi penghindaran pajak
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang waktu

penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
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